PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 31 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL
PEREKAYASA DAN TEKNI SI PENELI TI AN DAN PEREKAYASAAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1.

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dal am Jabatan Fungsi onal Perekayasa dan Teknis

Penelitian dan Perekayasaan, perlu diberikan tunjangan
j abatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan tanggung
| awab pekerj aannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dal am
rangka nmeni ngkat kan kesejahteraan dan produktivitas Kkerja
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu
mengat ur Tunj angan Jabat an Fungsi onal Perekayasa dan Tekni si
Penel i ti an dan Perekayasaan dengan Peraturan Presiden;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai nana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nomar 169, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
3890)

Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenmbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1977 Konor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3098) sebagai mana tel ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2007
(Lenmbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 2007 Nonor 25;
Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1994 Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3547);

Keput usan Presiden Nonmor 37 Tahun 1999 tentang Runpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL PEREKAYASA
DAN TEKN SI PENELI TI AN DAN PEREKAYASAAN



Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di maksud dengan :

1. Tunj angan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang sel anjutnya
di sebut dengan Tunj angan Perekayasa adal ah tunjangan jabatan
fungsi onal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
di angkat dan ditugaskan secara penuh dal am Jabat an Fungsi ona

Per ekayasa sesuali dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan.
2. Tunj angan Jabat an Fungsi onal Tekni si Penelitian dan

Per ekayasaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan
Tekni si Penelitian dan Perekayasaan adal ah tunjangan jabatan
fungsi onal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
di angkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsi onal Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dal am Jabat an Fungsi onal Perekayasa dan Teknisi Penelitian
dan Perekayasaan, diberikan tunjangan Perekayasa dan Tekni si
Penel itian dan Perekayasaan setiap bul an.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Perekayasa dan Tekni si Penelitian dan
Per ekayasaan sebagai nana di mnaksud dal am Pasal 2 adal ah sebagai mana
tercantum dal am Lanpiran | dan Lanpiran ||l Peraturan Presiden ini.
Pasal 4

(1) Tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, diberikan terhitung nul ai
tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak mulai tanggal penberian tunjangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah nenerinma
t unj angan Perekayasa dan Tekni si Penelitian dan Perekayasaan
berdasar kan Peraturan Presiden Nonor 25 Tahun 2006 tentang
Tunj angan Jabat an Fungsi onal Per ekayasa dan  Tekni si
Penelitian dan Perekayasaan, kepadanya hanya di berikan
selisi h kekurangan besarnya tunjangan Perekayasa dan Teknis
Penel i ti an dan Per ekayasaan.

Pasal 5

Penberian tunjangan Perekayasa dan Tekni si Penelitian dan
Per ekayasaan, di henti kan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagai mana
di maksud dal am Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau
jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang nengaki bat kan
penberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.



